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ABSTRAK

Judul Tesis : PERTIMBANGAN YURIDIS PENETAPAN REHABILITASI BAGI PECANDU NARKOBA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor : Nomor: 79/Pid/2012/PT.TK.)

Nama / NPM : Benni Santoso Pandiangan / 16160016
Pasal 1 angka 13 UU No. 35 tahun 2009 juga menjelaskan tentang pengertian pecandu narkotika, yaitu orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Hal tersebut ditandai kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Pasal 54 UU Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social. Dalam memutus kasus penyalahgunaan narkoba Hakim harus bersikap bijak dalam memutuskan putusan yang tepat bagi mereka yang terjerat kasus Narkoba. Hakim harus memilah mana saja yang dapat dikategorikan atau digolongkan dapat diadili sebagai pengguna atau ketergantungan. Hakim juga harus bisa memahami mengenai syarat-syarat putusan rehabalitasi. Rumusan masalah yang yang penulis bahas dalam tesis ini adalah (1) Bagaimana pertimbangan hukum yang menetapkan pecandu narkoba harus menjalani rehabilitasi ? dan (2) Bagaimana implementasi pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkoba ?.Metode penelitian yang penulis lakukan bersifat deskriptif dengan menggunakan metode yuridis normatif, yaitu memberikan gambaran tentang pertimbangan hukum yang menetapkan pecandu narkoba harus menjalani rehabilitasi dan implementasi pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkoba, berdasarkan peraturan perundang-undangan. Akhirnya penulis menyimpulkan bahwa Rehabilitasi bagi pengguna narkoba merupakan suatu keharusan berdasarkan ketentutan dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika. Dalam hal ini berdasarkan Undang-Undang maka negara bertanggung jawab untuk memulihkan para pengguna narkoba melalui rehabilitasi. Oleh karena itu sudah sepatutnya tak boleh ada kendala untuk program rehabilitasi, termasuk mengenai infrastruktur atau fasilitas pemulihan para pecandu narkoba. Dengan demikian seharusnya penerapan rehabilitasi pengguna narkoba adalah suatu keharusan kepada setiap pengguna, sehingga rehabilitasi tidak boleh digantungkan kepada kemampuan bayar dari masing-masing pengguna narkoba
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